
BUPATINGANJUK 
PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang Perusahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

~ 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan g Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

12 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 

Penyelenggara Jaminan 

24 Tahun 201 1 

Sosial (Lembaran 

ten tang Badan 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 14 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakila n Dae~ah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

~ 
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16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 161); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Ta hun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 16 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

35. Pera turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1) ; 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

37. Peratura n Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2013; 

38. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

39. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 

Nomor 2 1 Tahun 2011 ; 
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah se bagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 1 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan; 

45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

49 . Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 16); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 20 10 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01); ~ 

VI 



53. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 20 11 

tentang Retribusi Per ijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usah a (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01); 

56. Peratura n Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 201 3 

tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tah un 2014 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada 

Badan Usaha Milik Daera h Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Ta hun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 

Tahun 2016 (Lembaran Daera h Kabupaten Nganjuk Ta hun 20 16 

Nomor 4); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Ta hun 20 16 

tentang Desa (Lembar a n Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20 16 

Nomor 2); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 20 16 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk (Lembara n Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 

Nomor 9); 

60 . Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 20 16 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 

10); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Nga njuk Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan da n Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Ka bupaten 

Nganjuk Tahun 2017 Nomor 4 ); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Peruba h an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lemba ran Daerah Kabupa ten Nganjuk 

Ta hun 2017 Nomor 06). 
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Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

dan 
BUPATI NGANJUK 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Bela nja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b . Laporan Perubah an Saldo Anggaran Lebih. 

c. Neraca. 

d . Laporan Operasional. 

e. Laporan Arus Kas. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas. 
g. Catatan atas Laporan Keuangan 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan keuangan 

Dana Desa. 

Pasal 2 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 

a . Pendapatan Daerah Rp. 2.299.759 .167.9 13,45 

b. Belanja Daerah Rp. 2.2 18.770.813.887,94 

Surplus/ (Defisit) Rp. 80.988.354.025,51 

b . Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Surplus/ (Defisit ) 

Rp. 

Rp. 

Pasal 3 

233.945.755.720,83 

6 .000.000.000,00 
Rp. 227.945.755.720,83 

Uraian lapor a n realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 56.009.619.167, 11 dengan rincian sebagai berikut: 
a . Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.355.768.787.080,56 
b. Realisasi Rp. 2.299.799.167. 9 13,45 

Selisih lebih/ (kuran g) (Rp. 56.009.619.167,11) 
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 361.681.339.087,46 dengan rincian sebagai berikut: 
a . Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.580.452.152.975,40 
b. Realisasi Rp. 2.218.770.813.887,94 

Selisih lebih/ (kurang) (Rp. 361.681.339 .087,46) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp.305.671.719.920,35 dengan rincian sebagai berikut: 

a . Surplus/ defisit setelah perubahan (Rp. 224.683.365.894,84) 

b . Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 80.988.354.025,51 

Rp. 305.671.719.920,35 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp.737.610.174,01 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 234.683.365.894,84 

setelah perubahan 

b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 233.945.755.720,83 

(Rp. 737.610.174,01) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp.4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaanRp. 10.000.000.000,00 

setelah perubahan 

b . Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 

(Rp. 

6.000.000.000,00 

4.000.000.000,00) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.3 .262.389.825,99 dengan r incian sebagai berikut: 

a . Anggaran pembiayaan neto Rp. 224.683.365.894,84 

se tel ah peru bah an 

b. Realisasi 

Selisih le bih / (kurang) 

Pasal 4 

Rp. 227.945.755.720,83 

Rp 3.262.389.825,99 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf b per 3 1 Desember Tahun 2017 sebagai 

berikut: 

a. Saldo Anggaran Awal 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

Jumlah (a-b) 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Jumlah (a-b)+c 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan -

Tahun Sebelumnya 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

234.330.586.924,84 

233.495.326.570,34 

835.260.354,50 

308.634.109.746,34 

309.769.370.100,84 

(835.260.354,50) 

308.934.109. 746,34 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 

Desember Tahun 2017 sebagai b erikut : 

a. Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 

c. J umlah ekui tas 

Pasal 6 

Rp. 3.068.642.314.643, 17 

Rp. 48.403.673.799,92 

Rp. 3.020.238.640.843,25 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 

per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Surplus Operasi 

- Pendapatan LO 

- Beban 

Surplus Operasi 

Rp. 2 .300.029.766.759,81 

Rp. 2 .069.262.962.968,29 

Rp. 230.766.803.791,52 

b . Defisit dari kegiatan non operasional Rp. 

c. Pos Luar Biasa 

d. Surplus/ (Defisit) LO 

Pasal 7 

Rp. {66.052.405.945,89) 

Rp. 164.714.397.845,63 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 

2017 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017Rp. 234.43 1.663.184,84 

b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi Rp. 400. 978.596. 946,22 

c. Arus kas dari aktivitas in vestasi (Rp. 325.990.242.920,71) 

d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember -

Tahun 2017 

Pasal 8 

Rp. 

Rp. 

450.429.150,49 

140.101.183,89 

Rp. 309.629. 931.490,26 

Laporan Perubaha n Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/ (defisit) LO 

c. Dampak kumulatif peruba han -

Ke bij akan / kesalahan mendasar 

d. Ekuitas akhir 

Rp. 2 .590.459.8 17.148,15 

Rp. 164.714.397.845,63 

Rp. 265.064.425.849,47 

Rp. 3 .020.238.640.843,25 
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Pasal 6 
Catatan a tas la poran k eu angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 huruf g m emuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keu angan. 

Pasal 7 

Perta n ggungjawa ban pelaksa n aan Anggara n Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dala m Pasal 1 tercantum 
da lam La mpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. La mpiran I 

Lampiran 1.1: 

Laporan rea lisasi a n ggaran; 

Ringkasan laporan realisasi anggaran m enurut 
urusan pemerintah a n daerah dan organisasi; 

b. 
C. 

d. 

e . 
f. 

g. 

Lampiran 1. 2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan belanja dan pembiayaan; 

Lampira n 1.3: Rekapitulasi realisasi anggara n belanja daerah 
m enurut urusan pemerinta ha n daerah, 
organisasi, program dan k egiatan; 

Lampira n 1.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasaan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daera h dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keu a n gan negara; 

Lampiran 1.5: Daftar piutang daerah; 
La mpira n 1.6: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran I. 7: Daftar realisasi pen ambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 

La mpiran 1.8: Daftar realisasi pen ambaha n da n penguran gan 
aset lainnya; 

Lampiran 1.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan d ianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran 1.10: 

Lampiran 1.11 : 

Lampiran I. 12 : 

Lam piran I. 13 : 

Lampiran 1. 14: 

Lampiran I.15 : 

Lampiran I.16 : 

Lampiran I. 1 7 : 

Lampiran I.18 : 

Lampiran II 
Lampiran III : 
Lampiran IV : 
Lampira n V 
Lampira n VI : 
Lam piran VII : 

Daftar dan a cadangan daerah; 
Daftar p injaman daerah dan obligasi daera h ; 

Daftar rekapitulasi piutan g daerah; 
Daftar rekapitulasi penyisih a n piutang tidak 
tertagih; 
Dafta r rekapitulasi dan a bergulir da n penyisiha n 
dana bergulir; 
Daftar rekapitulasi aset tetap; 
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

Daftar kewajiban ja ngka pendek; 
Daftar kewajiban jangka panjang. 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Neraca. 
Laporan Operasional. 

Laporan Arus Kas. 
Laporan Peruba h an Ekuitas. 
Catatan atas Laporan Keuanga n . 

XI 



Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) dilampiri Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan Dana 
Desa tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 28 Agustus 2018 

Pj. BUPATI NGANJUK, 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 28 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd. 

Ir. AGOES SOEBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199 103 1 013 

ttd. 

SUDJONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Ba ·an Hukum 

ELLY H RNATIAS, SH. MM 
_ Pembina Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK PROVINS! JAWA TIMUR 
NOMOR: 220-5/2018 
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